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 Perkembangan platform e-commerce di Indonesia telah mengubah pola 
transaksi jual beli masyarakat menjadi lebih cepat dan mudah. Namun, 
peningkatan transaksi elektronik juga menimbulkan berbagai 
permasalahan, seperti ketidaksesuaian barang, keterlambatan 
pengiriman, penyalahgunaan data pribadi, dan kesulitan penyelesaian 
sengketa yang berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam 
perjanjian jual beli melalui platform e-commerce di Indonesia serta 
mengkaji efektivitas pengaturan hukum yang berlaku dalam memberikan 
kepastian dan perlindungan bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, 
serta sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce telah 
diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, serta peraturan terkait perdagangan melalui sistem 
elektronik. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam 
implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran 
hak-hak konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam 
perjanjian jual beli melalui platform e-commerce di Indonesia telah 
memiliki dasar hukum yang memadai, namun diperlukan peningkatan 
efektivitas pengawasan, edukasi konsumen, dan penegakan hukum untuk 
menjamin perlindungan yang optimal. 
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1. INTRODUCTION 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam 
berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perdagangan dan transaksi bisnis. 
Kemajuan internet yang semakin pesat telah melahirkan berbagai bentuk transaksi elektronik yang 
memungkinkan terjadinya aktivitas jual beli tanpa batas ruang dan waktu. Salah satu bentuk 
perkembangan tersebut adalah munculnya platform e-commerce yang menjadi sarana utama bagi 
pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi secara daring. Di Indonesia, pertumbuhan e-
commerce mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna 
internet, penggunaan telepon pintar, serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin 
mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Keberadaan platform e-
commerce memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat. Konsumen dapat memperoleh akses yang 
lebih luas terhadap berbagai jenis produk dan jasa dengan harga yang kompetitif, sedangkan pelaku 
usaha memperoleh peluang untuk memperluas pasar tanpa harus memiliki toko fisik. Selain itu, 
transaksi elektronik memungkinkan terjadinya efisiensi biaya operasional, kemudahan pembayaran 
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digital, serta percepatan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini menjadikan e-commerce sebagai salah 
satu sektor ekonomi digital yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Meskipun demikian, perkembangan e-commerce juga menimbulkan berbagai permasalahan 
hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, tidak sedikit konsumen yang 
mengalami kerugian akibat transaksi melalui platform e-commerce. Berbagai permasalahan yang sering 
terjadi antara lain ketidaksesuaian barang yang diterima dengan deskripsi yang ditampilkan, 
keterlambatan atau kegagalan pengiriman barang, penipuan dalam transaksi, penyalahgunaan data 
pribadi konsumen, hingga kesulitan dalam mengajukan pengaduan dan memperoleh ganti rugi. Kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi 
elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan transaksi konvensional.Dalam 
perspektif hukum perjanjian, transaksi jual beli melalui platform e-commerce pada dasarnya 
merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dibuat secara elektronik tetap memiliki 
kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, 
kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, karakteristik 
transaksi elektronik yang dilakukan tanpa pertemuan langsung antara para pihak sering kali 
menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen umumnya 
hanya memiliki kesempatan untuk menyetujui atau menolak syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan 
secara sepihak oleh penyedia platform maupun pelaku usaha. Keadaan ini berpotensi menimbulkan 
ketidakadilan dan merugikan hak-hak konsumen.  

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce didasarkan pada 
posisi konsumen yang relatif lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Dalam banyak kasus, konsumen 
memiliki keterbatasan informasi mengenai identitas penjual, kualitas produk, mekanisme pengiriman, 
maupun keamanan sistem pembayaran yang digunakan. Di sisi lain, pelaku usaha dan penyedia platform 
memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi serta kontrol terhadap mekanisme transaksi. Oleh 
karena itu, negara memiliki peran penting untuk menciptakan regulasi yang mampu menjamin 
kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik. 
Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce telah diatur 
melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen menjadi landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta 
pelaku usaha. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik beserta perubahannya memberikan pengakuan terhadap transaksi elektronik sebagai 
aktivitas hukum yang sah. Pengaturan lebih lanjut juga terdapat dalam berbagai peraturan pemerintah 
dan peraturan menteri yang mengatur penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, 
perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dalam transaksi digital.  

Meskipun kerangka regulasi tersebut telah tersedia, efektivitas perlindungan hukum bagi 
konsumen dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah 
perkembangan teknologi yang berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi. Selain itu, 
masih terdapat kendala dalam pengawasan terhadap pelaku usaha yang beroperasi secara daring, 
rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, serta kompleksitas pembuktian dalam sengketa transaksi 
elektronik. Tidak jarang konsumen mengalami kesulitan dalam menuntut haknya karena keterbatasan 
informasi mengenai prosedur pengaduan maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. 
Penelitian mengenai perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce telah banyak 
dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian berfokus pada analisis normatif 
terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi elektronik dan perlindungan 
konsumen. Penelitian lain menyoroti tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen atau 
efektivitas penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik. Namun demikian, masih terdapat 
kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara perjanjian jual 
beli elektronik, perlindungan hak konsumen, serta efektivitas implementasi regulasi yang berlaku dalam 
menghadapi dinamika perkembangan platform e-commerce di Indonesia.  

Perbedaan dan keunikan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada 
fokus kajian yang mengintegrasikan aspek hukum perjanjian jual beli elektronik dengan perlindungan 
konsumen dalam konteks perkembangan ekosistem e-commerce Indonesia. Penelitian ini tidak hanya 
mengkaji keberadaan norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen, tetapi juga menganalisis 
sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif 
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terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak konsumen yang terjadi dalam praktik transaksi elektronik. 
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif 
mengenai hubungan antara perlindungan konsumen dan perjanjian jual beli melalui platform e-
commerce. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk 
perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam perjanjian jual beli melalui platform e-
commerce di Indonesia, mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi konsumen 
dalam transaksi elektronik, serta mengkaji efektivitas pengaturan hukum yang berlaku dalam menjamin 
hak-hak konsumen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait 
upaya peningkatan perlindungan hukum bagi konsumen guna menciptakan transaksi e-commerce yang 
aman, adil, dan berkelanjutan.  

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun 
praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum perlindungan konsumen dan 
hukum transaksi elektronik di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 
bahan pertimbangan bagi pemerintah, pembentuk kebijakan, pelaku usaha, penyedia platform e-
commerce, serta masyarakat dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen. 
Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat dan implementasi yang efektif, transaksi e-commerce di 
Indonesia dapat berkembang secara sehat serta memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak 
yang terlibat.  

2. RESEARCH METHOD 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doctrinal research) sebagaimana dikemukakan 
oleh Soerjono Soekanto dan Peter Mahmud Marzuki, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma 
hukum positif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis perlindungan hukum 
konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan 
terhadap bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel 
ilmiah. Data tersebut dikumpulkan secara sistematis, kemudian diklasifikasikan berdasarkan 
relevansinya. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan norma hukum 
untuk melihat konsistensi dan efektivitas pengaturan. Hasil penelitian diukur melalui kesesuaian antara 
regulasi dan implementasinya, serta dievaluasi berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan 
kemanfaatan dalam perlindungan konsumen. 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

3.1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual 

beli melalui platform e-commerce di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup 

komprehensif. Pengaturan tersebut terutama bersumber dari hukum positif yang mengakui transaksi 

elektronik sebagai perbuatan hukum yang sah. Dalam praktiknya, perjanjian jual beli melalui platform 

e-commerce tetap tunduk pada prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum perdata, khususnya mengenai 

kesepakatan para pihak, objek yang jelas, serta itikad baik. Selain itu, terdapat pengaturan khusus yang 

memberikan perlindungan kepada konsumen, yang menegaskan hak-hak konsumen seperti hak atas 

informasi yang benar, hak atas keamanan produk, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi 

kerugian. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan 

bertanggung jawab atas produk yang dipasarkan. Pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif, 

Indonesia telah memiliki sistem perlindungan yang cukup memadai. Namun demikian, terdapat 

kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya 

pelanggaran hak konsumen dalam transaksi digital, seperti produk tidak sesuai deskripsi atau sulitnya 

proses klaim pengembalian dana. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh 

keberadaan aturan, tetapi juga oleh pelaksanaan dan pengawasan yang konsisten. Perbandingan dengan 

penelitian lain menunjukkan bahwa permasalahan serupa juga terjadi di berbagai negara berkembang, 

di mana regulasi sudah tersedia tetapi implementasinya masih lemah. Batasan studi pada aspek ini 
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adalah penelitian hanya fokus pada aspek normatif tanpa melakukan pengujian empiris terhadap 

perilaku konsumen secara langsung. 

3.2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Konsumen dalam E-Commerce. 

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam 

transaksi e-commerce. Pelanggaran tersebut meliputi ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, 

keterlambatan pengiriman, penipuan oleh penjual fiktif, serta penyalahgunaan data pribadi konsumen. 

Selain itu, terdapat pula kasus di mana konsumen tidak mendapatkan akses yang memadai untuk 

melakukan pengaduan atau penyelesaian sengketa. Secara analitis, kondisi ini menunjukkan adanya 

ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha dalam ekosistem digital. Konsumen 

berada pada posisi yang lebih rentan karena keterbatasan informasi dan minimnya kontrol terhadap 

proses transaksi. Sementara itu, platform e-commerce sering kali berperan sebagai perantara yang tidak 

selalu bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami konsumen. Pembahasan menunjukkan 

bahwa bentuk pelanggaran tersebut terjadi karena tiga faktor utama, yaitu lemahnya pengawasan, 

rendahnya literasi digital konsumen, dan kompleksitas sistem transaksi elektronik yang bersifat 

otomatis. Dalam banyak kasus, mekanisme perlindungan yang tersedia belum mampu memberikan 

penyelesaian yang cepat dan efektif. Jika dibandingkan dengan studi sebelumnya, hasil ini memperkuat 

temuan bahwa mayoritas sengketa e-commerce diselesaikan melalui mekanisme internal platform, 

bukan melalui jalur hukum formal. Batasan studi pada bagian ini adalah tidak dilakukan analisis statistik 

terhadap jumlah kasus secara nasional sehingga kesimpulan lebih bersifat deskriptif. 

3.3. Efektivitas Implementasi Perlindungan Hukum bagi Konsumen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi perlindungan hukum bagi 

konsumen dalam transaksi e-commerce masih berada pada tingkat yang belum optimal. Walaupun 

secara normatif regulasi telah memberikan perlindungan yang cukup jelas, dalam praktiknya masih 

terdapat hambatan dalam penegakan hukum. Hambatan tersebut meliputi sulitnya pembuktian dalam 

transaksi digital, kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas, serta minimnya pemahaman 

konsumen mengenai hak-haknya. Selain itu, platform e-commerce cenderung menggunakan sistem 

penyelesaian sengketa internal yang tidak selalu transparan dan berpihak pada konsumen. Pembahasan 

menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada tiga indikator utama, yaitu kepastian 

hukum, kemudahan akses penyelesaian sengketa, dan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Dari ketiga 

indikator tersebut, aspek akses penyelesaian sengketa masih menjadi kelemahan utama. Perbandingan 

dengan penelitian lain menunjukkan bahwa negara dengan sistem perlindungan konsumen digital yang 

lebih maju cenderung memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan berbasis 

teknologi. Sementara itu, Indonesia masih berada pada tahap pengembangan sistem tersebut. Batasan 

studi dalam bagian ini adalah tidak dilakukan pengujian lapangan terhadap efektivitas lembaga 

penyelesaian sengketa secara langsung, sehingga analisis hanya berdasarkan kajian normatif. 

3.4. Upaya dan Strategi Penguatan Perlindungan Konsumen di Era Digital.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan penguatan sistem perlindungan konsumen 

dalam transaksi e-commerce melalui berbagai strategi. Upaya tersebut meliputi peningkatan regulasi 

yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, penguatan pengawasan terhadap platform digital, 

serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat. Selain itu, diperlukan mekanisme 

penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan transparan agar konsumen dapat memperoleh 

keadilan tanpa prosedur yang rumit. Platform e-commerce juga perlu meningkatkan tanggung jawabnya 

sebagai penyedia sistem, tidak hanya sebagai perantara transaksi, tetapi juga sebagai pihak yang turut 

memastikan keamanan transaksi. Pembahasan menunjukkan bahwa penguatan perlindungan 

konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat. 

Sinergi antara ketiga pihak tersebut sangat penting untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital 

yang sehat. Jika dibandingkan dengan penelitian lain, hasil ini sejalan dengan pandangan bahwa 

perlindungan konsumen di era digital harus bersifat kolaboratif dan berbasis teknologi. Namun, 

penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak membahas secara teknis model teknologi 
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perlindungan data yang digunakan oleh platform e-commerce. Batasan studi secara keseluruhan adalah 

penelitian ini bersifat normatif sehingga tidak mencakup pengumpulan data empiris dari konsumen 

secara langsung. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih menekankan pada analisis hukum dan 

interpretasi regulasi yang berlaku. 

Discussions 

Pembahasan dalam penelitian ini menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap perlindungan hukum bagi 

konsumen dalam perjanjian jual beli melalui platform e-commerce di Indonesia, dengan menautkan hasil penelitian 

terhadap konsep hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, serta dinamika transaksi elektronik. Secara 

normatif, perjanjian jual beli melalui e-commerce tetap tunduk pada prinsip dasar hukum perdata, yaitu adanya 

kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Namun, dalam praktiknya, prinsip kesepakatan sering 

kali bersifat semu (pseudo consent) karena konsumen tidak memiliki ruang negosiasi yang seimbang terhadap 

syarat dan ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh platform maupun pelaku usaha. Kondisi ini 

memperlihatkan adanya ketidakseimbangan kontraktual (contractual imbalance) yang menjadi ciri khas transaksi 

elektronik modern. 

Dari perspektif perlindungan konsumen, hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah menyediakan 

instrumen hukum yang cukup memadai untuk menjamin hak-hak konsumen. Namun, efektivitasnya masih 

bergantung pada implementasi di lapangan. Misalnya, hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar 

sering kali tidak terpenuhi secara optimal karena deskripsi produk yang tidak akurat atau menyesatkan. Selain itu, 

hak atas keamanan transaksi juga masih menghadapi tantangan berupa kebocoran data dan penipuan digital. Jika 

dianalisis lebih lanjut, peran platform e-commerce menjadi sangat sentral dalam ekosistem transaksi digital. 

Platform tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga sebagai pengendali sistem yang menentukan standar 

operasional transaksi, termasuk mekanisme pembayaran, pengiriman, dan penyelesaian sengketa. Namun, dalam 

banyak kasus, tanggung jawab platform masih bersifat terbatas (limited liability), sehingga konsumen sering kali 

diarahkan untuk menyelesaikan sengketa langsung dengan penjual, meskipun penjual tersebut terkadang sulit 

dilacak atau tidak memiliki itikad baik.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa perlindungan hukum 

konsumen dalam transaksi digital masih menghadapi kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Beberapa 

penelitian lain menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada lemahnya penegakan hukum dan minimnya 

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Namun, penelitian ini memberikan penekanan tambahan bahwa 

akar masalah tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada desain sistem platform e-commerce yang 

cenderung lebih berpihak pada efisiensi transaksi dibandingkan perlindungan konsumen secara substantif. 

Berbeda dengan beberapa penelitian yang hanya fokus pada aspek normatif hukum perlindungan konsumen, 

penelitian ini menyoroti interaksi antara hukum perjanjian elektronik, tanggung jawab platform digital, dan 

perilaku konsumen dalam ekosistem e-commerce. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif 

mengenai kompleksitas perlindungan hukum di era digital.  

Dari hasil pembahasan, ditemukan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal (das sollen) dengan 

realitas implementasi (das sein). Secara ideal, konsumen memiliki posisi yang setara dengan pelaku usaha dalam 

hubungan hukum. Namun secara faktual, konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah karena keterbatasan 

akses informasi, ketergantungan pada sistem platform, serta minimnya kemampuan untuk melakukan negosiasi 

kontrak. Kesenjangan lainnya terlihat pada mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun telah tersedia jalur hukum 

formal dan non-formal, sebagian besar sengketa e-commerce diselesaikan melalui mekanisme internal platform 

yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan 

objektivitas penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen.  

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini bersifat normatif 

sehingga tidak melibatkan data empiris dari konsumen atau pelaku usaha secara langsung. Kedua, penelitian ini 

tidak melakukan pengujian kuantitatif terhadap tingkat efektivitas perlindungan hukum dalam skala nasional. 

Ketiga, analisis lebih difokuskan pada aspek regulasi dan konsep hukum, sehingga aspek teknis teknologi platform 

tidak dibahas secara mendalam. Meskipun demikian, batasan tersebut tidak mengurangi relevansi hasil penelitian, 

karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis konstruksi hukum perlindungan konsumen dalam perjanjian 

jual beli melalui platform e-commerce di Indonesia. Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa 

perlindungan hukum konsumen dalam e-commerce telah memiliki fondasi yang kuat secara normatif, namun masih 

menghadapi tantangan serius dalam implementasi. Diperlukan penguatan dalam aspek pengawasan, peningkatan 

tanggung jawab platform, serta reformasi mekanisme penyelesaian sengketa agar perlindungan konsumen dapat 

berjalan secara efektif dan berkeadilan dalam ekosistem digital yang terus berkembang.  
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4. CONCLUSION  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli 
melalui platform e-commerce di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang relatif kuat, terutama 
melalui pengaturan dalam hukum perjanjian perdata, hukum perlindungan konsumen, serta regulasi 
transaksi elektronik. Temuan utama menunjukkan bahwa secara hukum, konsumen memiliki hak atas 
informasi yang benar, keamanan transaksi, dan kompensasi atas kerugian, sementara pelaku usaha dan 
platform e-commerce memiliki kewajiban untuk menjamin transparansi dan tanggung jawab dalam 
setiap transaksi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan yang cukup 
signifikan antara norma hukum (das sollen) dan praktik implementasi (das sein), di mana konsumen 
masih sering mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian produk, keterlambatan layanan, penipuan 
digital, serta lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan transparan. Kontribusi 
penelitian ini terletak pada penguatan analisis bahwa persoalan perlindungan konsumen tidak hanya 
bersumber dari kelemahan regulasi, tetapi juga dari desain ekosistem platform e-commerce yang belum 
sepenuhnya menempatkan konsumen sebagai subjek utama perlindungan hukum. Secara implikatif, 
hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi yang lebih adaptif terhadap 
perkembangan teknologi, peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha digital, serta pengembangan 
mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbasis teknologi agar dapat 
memberikan kepastian hukum yang lebih efektif. Selain itu, peningkatan literasi hukum dan digital 
masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi tawar konsumen dalam transaksi 
elektronik. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yang bersifat normatif 
sehingga tidak melibatkan data empiris langsung dari konsumen maupun pelaku usaha, serta tidak 
mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas perlindungan hukum di lapangan. Oleh karena itu, 
penelitian di masa depan disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris atau mixed-method 
guna mengkaji pengalaman nyata konsumen dalam menghadapi sengketa e-commerce, serta 
menganalisis lebih jauh peran teknologi seperti artificial intelligence dan sistem otomatis platform 
dalam mempengaruhi perlindungan hukum konsumen. Dengan demikian, penelitian ini secara eksplisit 
menjawab bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui platform e-
commerce di Indonesia telah tersedia secara normatif, namun masih memerlukan penguatan 
implementasi agar benar-benar mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi 
seluruh pihak dalam ekosistem perdagangan digital. 
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